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BAB V  

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Praktik 

Pengupahan Karyawan UMKM Kuliner dalam Perspektif Fikih Muamalah dan 

Undang-Undang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Warung Tahu Jeletot Zain), 

maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktik pengupahan karyawan di Warung Tahu Jeletot Zain 

dilaksanakan secara informal tanpa perjanjian kerja tertulis dan 

hanya berdasarkan kesepakatan lisan, dengan sistem upah harian 

maupun bulanan yang besaran dan mekanisme pembayarannya tidak 

seragam. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan keterlambatan 

pembayaran, pembayaran secara bertahap atau tidak penuh, jam kerja 

yang panjang tanpa kepastian upah lembur, pemotongan upah secara 

sepihak, serta tidak adanya jaminan sosial ketenagakerjaan dan 

kesehatan, sehingga praktik tersebut belum mencerminkan kepastian, 

keadilan, dan perlindungan hak pekerja. 

2. Ditinjau dari perspektif Fikih Muamalah, praktik pengupahan 

karyawan di Warung Tahu Jeletot Zain secara umum telah memenuhi 

rukun dan syarat sah akad ijarah, karena terdapat para pihak yang 

berakad (pemilik usaha dan karyawan), adanya sighat atau 

kesepakatan kerja meskipun dilakukan secara lisan, jenis pekerjaan 

yang jelas dan halal, serta adanya upah (ujrah) yang ditentukan 

sebagai imbalan jasa, sehingga akad dinyatakan sah (shahih). Namun 

demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa 

permasalahan yang menunjukkan belum terpenuhinya prinsip-prinsip 

dasar muamalah, seperti keadilan (al-‘adl), kejelasan dan kepastian 

akad (ghair gharar), amanah, kelayakan upah (ujrah al-mitsl), serta 

ketepatan waktu pembayaran upah. Hal tersebut terlihat dari adanya 

keterlambatan pembayaran, penahanan dan pemotongan upah secara 
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sepihak, ketidakjelasan pemberian upah lembur, serta belum 

optimalnya pemenuhan hak-hak pekerja. Dengan demikian, meskipun 

akad pengupahan sah secara hukum, praktiknya masih mengandung 

cacat dalam pelaksanaan (fasid) dan memerlukan pembenahan sistem 

manajemen pengupahan agar tercipta hubungan kerja yang 

transparan, profesional, dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai fikih 

muamalah dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. 

3. Ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, Praktik pengupahan 

karyawan di Warung Tahu Jeletot Zain menunjukkan adanya 

hubungan kerja antara pemilik usaha dan pekerja yang ditandai 

dengan terpenuhinya unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Meskipun 

usaha tersebut tergolong sektor informal dan perjanjian kerja hanya 

dilakukan secara lisan, secara hukum hubungan kerja tersebut tetap 

sah dan tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah 

melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 

serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang 

Pengupahan, karena perjanjian kerja lisan tetap diakui sepanjang 

memenuhi unsur hubungan kerja. Namun demikian, pelaksanaan 

sistem pengupahan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan 

hukum, yang ditunjukkan oleh tidak adanya struktur dan skala upah 

yang jelas, pembayaran upah yang sering terlambat atau dicicil, 

pemotongan upah secara sepihak, tidak adanya kepastian upah 

lembur, serta tidak diberikannya jaminan sosial ketenagakerjaan. 

Praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan PP No. 36 Tahun 

2021 yang menegaskan bahwa upah merupakan hak pekerja yang 

wajib dibayarkan secara penuh, tepat waktu, dan disertai 

perlindungan kesejahteraan. Dengan demikian, meskipun berada pada 

sektor informal, sistem pengupahan di Warung Tahu Jeletot Zain tetap 

wajib mematuhi ketentuan hukum ketenagakerjaan guna 
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mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak 

pekerja. 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Kepada pemilik Warung Tahu Jeletot Zain, disarankan untuk 

menyusun dan menerapkan perjanjian kerja yang jelas dan tertulis 

agar hak dan kewajiban antara pemilik usaha dan karyawan dapat 

dipahami secara adil oleh kedua belah pihak. Pemilik usaha juga 

diharapkan dapat membayarkan upah tepat waktu, menetapkan 

sistem upah yang transparan, memberikan upah lembur yang layak, 

serta menghindari pemotongan upah secara sepihak. Selain itu, 

pemilik usaha sebaiknya mendaftarkan karyawan ke dalam program 

BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebagai bentuk 

perlindungan hak pekerja. 

2. Kepada para karyawan, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman 

mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai pekerja, baik menurut 

Fikih Muamalah maupun Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dengan 

pemahaman tersebut, karyawan diharapkan lebih berani 

menyampaikan aspirasi dan keberatan secara baik apabila terjadi 

ketidakadilan dalam praktik pengupahan. 

3. Kepada pemerintah dan instansi terkait, khususnya Dinas 

Ketenagakerjaan, disarankan untuk meningkatkan pengawasan dan 

pembinaan terhadap usaha mikro dan kecil (UMKM), agar praktik 

ketenagakerjaan di sektor informal tetap berjalan sesuai dengan 

prinsip keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa 

mengabaikan kondisi ekonomi pelaku usaha. 

4. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan 

penelitian ini dengan objek yang lebih luas atau menggunakan 

pendekatan kuantitatif dan komparatif, sehingga dapat memberikan 
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gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik pengupahan di 

sektor UMKM serta relevansinya dengan hukum Islam dan hukum 

positif di Indonesia. 
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